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PUTUSAN
NOMOR 85/Pdt.G/2024/PA.Mrb.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang

pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, NIKXXXX, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 1 Juli 1983 (umur 40
tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sop
ir Mobil, tempat tinggal di XXXX, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, NIKXXXX, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 25 Mei 1987 (umur
36 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat P
ertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

XXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Mrb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016, telah
dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Duplikat
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Kutipan Akta Nikah Nomor B-014/Kua.17.10.10/PW.01/01/2024, tertanggal
29 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon
tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Seluang Kecamatan
Belawang Kabupaten Barito Kuala selama 2 hari. Kemudian pindah ke
rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas
hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak beranama XXXX, tempat dan tanggal lahir
Barito Kuala, 19 Juli 2017, umur 6 tahun 6 bulan, pendidikan Sekolah
Dasar, tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016, rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pertengkaran yang disebabkan:
3.1Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang
istri, bahkan terkadang Termohon jarang melayani Pemohon dalam hal
berhubungan badan;
3.2 Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kurang untuk
kebutuhan sehari-hari, padahal Pemohon selalu memberi nafkah
kepada Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering
bertengkar;
4, Bahwa puncak pertengkaran terjadi Juli 2020,
disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut yang membuat
Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan
Termohon, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar rumah
pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon tidak pernah
kumpul baik lagi layaknya suami istri selama 3 tahun 6 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi
nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip
untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi
untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
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6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa
iddah sesuai dengan ketentuan syara’, karenanya Pemohon bersedia
memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi
Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim
Tunggal yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Marabahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum
ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah);
3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang terhadap isinya Pemohon mengajukan penambahan sebagai
berikut;

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama iddah kepada
Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa
uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-014/Kua.17.10.10/PW.01/01/20

24 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala terta

nggal 29 Januari 2024. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinnya, kemudian oleh Hakim Tung

gal diberi tanda P;

Bukti Saksi.

1.SAKSI I, hubungan saksi sebagai saudara seibu dengan Pemohon, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, keduanya
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu
orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun lagi sering terjadi perselisihan.
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- Bahwa saksi pernah dua kali melihat secara langsung pertengkaran
Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya
rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dari Juli 2020,
selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan
hak dan kewajibanya lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel, saksi tidak mengetahui
penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon.

2. SAKSI Il, hubungan saksi saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, keduanya
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu
orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun lagi sering terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat secara langsung pertengkaran
Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya
rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dari Juli 2020,
selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan
hak dan kewajibanya lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel, saksi tidak mengetahui
penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan

Termohon.
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya bercerai dengan
Termohon dan mohon kepada hakim Pengadilan Agama Marabahan untuk
menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bawa hakim dalam persidangan telah berupaya dengan
sungguh-sungguh menasehati kepada Pemohon agar rukun kembali dengan
Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah
dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Termohon dinyatakan tidak hadir
dan perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai
talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajiban
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sebagai seorang isteri, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon
kurang, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dari Juli 2020;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, hakim
berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan
menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan
sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada
adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta dapat
diindikasikan bahwa Termohon sudah tidak mempunyai keinginan untuk
mempertahankan rumah tangganya kembali dengan Pemohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul
Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar lhya' At Turats, Beirut tahun 1984
Masehi yang berbunyi:

589 w pld prolall PS> o @S> L] (s8> o
J §>Y oJls

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo perkara perceraian,
meskipun Termohon tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan
untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan hakim harus pula
mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon
sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih
mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya
perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah

yang terjadi dalam rumah tangga Pehon dan Termohon.
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Menimbang, bahwa  untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P, serta 2 (dua)

orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dinazagelen serta
telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah,
alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat
kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga/orang dekat
Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang
saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan Permohonan
Pemohon berdasarkan yang dilihat langsung oleh saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi telah memenuhi
syarat formil dan materil pembuktian maka keterangan saksi Pemohon dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat

menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan
dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, hakim telah
menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang

anak;

- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi

telah terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dari Juli 2020,
selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan

baik lagi.
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- Bahwa saksi sebagai keluarga dan orang dekat Pemohon sudah tidak

sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-
alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah
dari Juli 2020, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
ada hubungan baik lagi, selama persidangan hakim sudah berusaha maksimal
menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon
tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim
menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan
telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan
perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana
dalam al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

Jazs ] lsiKad) 11551 25l e 23T 515 01 il &0
03855 P38 Y A5 9 5] 138555 835 ASL

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
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kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk
hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada
ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang
terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam
surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan
maksud Pasal 39 ayat (2) Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu
juga alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), selama menikah
belum pernah bercerai, maka hakim mengabulkan permohonan Pemohon
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin hakim, yang mana akibat hukum dari
talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak isteri yang diceraikan
berupa nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon dalam permohonannya bersedia
memberikan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah
selama masa iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Pengadilan

memberikan pertimbangan sebagai berikut;
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B4

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan
sehingga tidak dapat didengarkan tanggapan Termohon atas kesanggupan

Pemohon terkait dengan nafkah iddah, mutabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam
iddah serta memberikan mut'ah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan dalil hukum yang

terdapat dalam kitab Al Igna’, juz IV halaman 46:

6 swSllg asailly Sl awzz Jl 6 dizall o

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah rajiyyah, mempunyai hak
tempat tinggal, nafkah, dan kiswah (pakaian).
Serta berdasarkan ayat Al-Qur’an Surat AI-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

ouslall LIe Bs0css 3880l ¢l wlallaalls

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa terkait dengan kesanggupan Pemohon untuk
memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon. Oleh karena
Termohon tidak hadir di persidangan sehingga secara hukum Termohon
dianggap telah membenarkan dan menyetujui kesanggupan Pemohon, maka
kesanggupan Pemohon tersebut berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah
patut untuk dikabulkan yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar
talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon.
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Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara’ yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Marabahan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar tal
ak diucapkan, berupa:

4.1 Nafkah selama masa lddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah);
4.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17
Sya’ban 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal
(Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan
dengan Hakim Tunggal) dengan didampingi oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

H. Dede Andi, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,
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Hj. Nurhasanah, S.Ag.
Perincian biaya perkara:

. Pendaftaran : Rp30.000,00
. Proses : Rp75.000,00
. Panggilan : Rp460.000,00
. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
. Redaksi : Rp10.000,00
. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

o 0o~ WN P
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